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Gaya Komunikasi dan Kepemimpinan dalam Menangani
Krisis Organisasi: Studi pada Kepemimpinan Badan

Pemeriksa Keuangan Periode 2004-2009 dan 2009-2014

Rikha Handayani
Abstrak/Abstract

Krisis adalah suatu peristiwa yang dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Sebagai sebuah
lembaga negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tidak luput dari krisis, baik yang termasuk
dalam kategori victim crises dengan minimal crisis responsibility maupun accident crises dengan low crisis responsibility.
Melihat fenomena ini diperlukan penanganan krisis yang dilakukan secara internal oleh pimpinan BPK RI. Penelitian ini
ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana seorang pemimpin dari dua periode kepemimpinan yang
berbeda menangani krisis organisasi ketika terdapat perbedaan situasi, kondisi, serta dasar hukum yang berlaku. Meng-
gunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivis, serta wawancara sebagai metode pengumpulan data
dan coding sebagai teknik analisa datanya, penelitian studi kasus ini menggunakan teori gaya kepemimpinan early style
theory milik Lippit-White, serta gaya komunikasi milik Stewart L. Tubbs-Sylvia Moss, dan tiga tahap penanganan krisis dari
W. Timothy Coombs untuk memperoleh pemahaman tentang studi yang dikaji. Penelitian ini menemukan bahwa pada
situasi krisis, kepemimpinan otoriter tidak selamanya merugikan, dan kepemimpinan demokratis tidak selamanya memiliki
dampak positif, namun demikian mengingat situasi yang berbeda, keduanya dapat diterima sebagai aspek yang telah
memberikan warna pada cara seorang pemimpin menangani krisis.

A crisis is an event that can lead an organization to a better or worse direction. As a state agency, the Supreme Audit
Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) does not immune from crises, either victim crises with minimum responsibility
or accident crises with low crisis responsibility. Therefore, BPK leaders need to initiate internal crisis management. This
research aims to explain how a leader of two different terms handled organizational crises that occurred under different
circumstances, situations and prevailing laws. Using a qualitative approach to the post-positivist paradigm, interviews as
data collection method and coding as data analysis technique, this case study uses the theory of leadership style from
Lippit-White, communication styles of Stewart L. Tubbs-Sylvia Moss, and crisis management by W. Timothy Coombs to
acquire an understanding of the research. This research discovers that in a crisis, authoritarian leadership is not always
harmful, and democratic leadership does not always have a positive impact. Nevertheless, given the different circumstanc-
es, both can be accepted as a contribution to the way a leader handles a crisis.

Kata kunci/Keywords:
Kepemimpinan, gaya kepemimpinan, krisis organisasi, gaya komunikasi, BPK RI

Leadership, leadership style; organizational crisis; style of communication, BPK RI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | Pendahuluan

Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta | Krisis merupakan sesuatu yang dapat memba-

Pusat 10210 | wa organisasi ke arah yang lebih baik atau lebih
buruk. Bagi Barton (1993:2), sebuah krisis ada-
handayani.rikha@gmail.com | lah peristiwa besar yang tak terduga yang se-
cara potensial berdampak negatif terhadap, baik
perusahaan maupun publik. Menurut Barton
(1993:3), krisis menyerang korporasi, organisasi
non profit, badan-badan pemerintahan, servis,
perusahaan hingga keluarga. Krisis dapat me-
nimbulkan resiko berupa sorotan publik, melalui
liputan media massa, serta mengganggu kelan-
caran kegiatan dan aktivitas sehari-hari organ-
isasl dan mengganggu nama baik serta citra or-

67



Rikha Handayani-Gaya, Komunikasi dan Kepemimpinan dalam Menangani Krisis Organisasi

ganisasi.

Melihat bagaimana sebuah krisis dapat meng-
ganggu kelancaran berlangsungnya sebuah or-
ganisasi dan bagaimana ia dapat berdampak
pada kredibilitas sebuah organisasi, maka diper-
lukan penanganan internal mengenai hal terse-
but. Yukl (1998) menyebutkan bahwa kepemi-
mpinan dipandang sangat penting karena dua
hal. Pertama, adanya kenyataan bahwa peng-
gantian pemimpin seringkali mengubah kiner-
ja suatu unit, instansi atau organisasi. Kedua,
hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah
satu faktor internal yang mempengaruhi keber-
hasilan organisasi adalah kepemimpinan men-
cakup proses kepemimpinan pada setiap Jen]ang
organisasi, kompetensi dan tindakan pemlmpln
yang bersangkutan. Sebuah organisasi akan ber-
hasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentu-
kan oleh kepemimpinan.

Dalam situasi krisis, penguasaan terhadap
informasi yang benar menjadi bekal untuk me-
mahami arah pergerakan krisis dan bagaimana
mengendalikan situasi. Pengendalian situasi
hanya dimungkinkan bila pemimpin mengen-
dalikan sumber daya yang diperlukan serta
menguasai jalur-jalur yang memungkinkannya
memperoleh informasi yang benar. Kemampuan
komunikasi merupakan bagian penting bagi pen-
gambilan keputusan yang benar dan penyam-
paian informasi kepada pihak-pihak yang men-
jadi stakeholders. Untuk itu dalam menangani
krisis, selain diperlukan gaya kepemimpinan,
juga dibutuhkan gaya komunikasi.

Gaya kepemimpinan merupakan proses mem-
pengaruhi dalam suatu organisasi untuk men-
capail tujuan organisasi yang berkaitan dengan
kebijakan yang dikeluarkan, pembagian tugas
yang dilakukan, serta alur komunikasi yang dit-
erapkan, sementara gaya komunikasi berhubun-
gan dengan karakter komunikator, maksud dan
tujuan komunikasi yang dilakukannya.

Sebagai salah satu lembaga Negara, Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK
RI) yang tugasnya memeriksa kewajaran peny-
ajian laporan keuangan Negara, pun tak luput
dari peristiwa krisis. BPK RI rentan krisis kare-
na BPK RI memeriksa sesuatu yang terkadang
hasilnya negatif dan merugikan pihak-pihak
tertentu. Selain itu, masih ada publik yang ti-
dak memahami bahwa BPK RI bukan aparat
penegak hukum, ketika publik ingin mengeta-
hui apa yang sebenarnya terjadi, dan penjelasan
yang disampaikan dirasa kurang memuaskan
maka yang muncul adalah berita-berita yang
menyudutkan hasil kinerja pegawai BPK RI
yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan.

Pada era kepemimpinan Anwar Nasution,
tim audit BPK RI melakukan pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Bank Indonesia Tahun Buku
2004. Hasil pemeriksaan BPK RI atas aliran
dana BI ini menjadi pemberitaan pada bulan No-
vember 2007 — Juni 2009, dengan fluktuasi dan
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tone pemberitaan yang naik turun. Pada periode
tersebut Biro Humas BPK RI melakukan anal-
isa kuantitatif atas pemberitaan harian cetak
nasional. 'Publik dapat menilai bahwa langkah
pemeriksaan dan pelaporan atas kasus aliran
dana BI memiliki nuansa politik yang kuat,
yaitu kredibilitas BPK RI dipojokkan sebagai
lembaga negara yang tidak profesional dalam
melakukan kewenangannya untuk mewujudkan
pengelolaan keuangan negara yang transparan
dan akuntabel. Publik juga dapat meragukan in-
tegritas, independensi dan profesionalisme BPK
RI dalam melakukan kinerjanya. Isu-isu negatif
yvang tidak dikelola dengan baik pada akhirn-
ya berkembang menjadi sebuah krisis, karena
menjadi perhatian media, dan dapat merusak
reputasi organisasi. Krisis yang terjadi ketika
informasi palsu atau yang menyesatkan sengaja
dihembuskan, tentang organisasi atau produkn-
ya untuk membahayakan organisasi, merupa-
kan rumor yang termasuk dalam kategori victim
crises dengan minimal crisis responsibility, krisis
inilah yang terjadi di BPK RI kurun waktu No-
vember 2007 — Juni 2009.

Periode 2009-2014, BPK RI dipimpin oleh
mantan Dirjen Pajak tahun 2001, Hadi Poer-
nomo. Sebagai sebuah organisasi dengan stake-
holder beraneka ragam dan hasil pemeriksaan
yvang memungkinkan pihak-pihak tertentu
merasa tersudut, BPK RI tidak dapat mengelak
dari krisis. Hasil pemeriksaan BPK RI atas ali-
ran dana BI ini1 menjadi pemberitaan pada bu-
lan Oktober 2009 — April 2012, dengan fluktuasi
dan tone pemberitaan yang naik turun. Laporan
Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Bank Century
telah menarik perhatian masyarakat, karena
dinilai penuh rekayasa dan sarat kepentingan
politik. Ketidakpuasan stakeholder akan kinerja
organisasi BPK merupakan sebuah tantangan.
Tantangan masuk dalam jenis krisis yaitu acci-
dent crises dengan low crisis responsibility. Kri-
sis inilah yang terjadi di BPK RI pada periode
dalam kurun waktu Oktober 2009 - April 2012.

Ketika kinerja BPK RI yang tertuang dalam
hasil pemeriksaan atas aliran dana BI, dan Bank
Century tersebut dipertanyakan dan diragukan
oleh pihak lain yang merupakan stakeholder
BPK, serta diinterpretasikan sebagai hal yang
negatif oleh media massa dan itu yang diambil
oleh masyarakat sehingga memunculkan isu
yang mengarah pada krisis, maka hal inilah
yang perlu dikelola secara internal oleh BPK RI
melalui gaya komunikasi dan kepemimpinan
ketuanya.

1 Media yang dianalisis meliputi: Seputar Indonesia,
Media Indonesia, Koran Tempo, Suara Karya, Bisnis
Indonesia, Kompas, Suara Pembaruan, Republika, Sinar
Harapan, Rakyat Merdeka, serta media cetak lainnya
seperti majalah Forum, Pikiran Rakyat, Tempo, Gatra,
Terbit, Kontan, Pelita, Indo Pos, Investor Daily, serta
Neraca.



Idealnya sebuah organisasi sudah memili-
ki crisis communication plan sebagai pedoman
dalam rangka antisipasi jika krisis melanda or-
ganisasi, namun tidak demikian dengan BPK
RI. Meskipun Kementarian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Re-
publik Indonesia telah mengeluarkan peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Neg-
ara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan
Instansi Pemerintah yang diantaranya berisi
mengenai jenis krisis, penyebab krisis, dan lang-
kah-langkah penanganan krisis, sampai dengan
saat ini BPK RI belum memiliki pedoman pen-
anganan krisis, padahal opini publik yang ter-
bentuk dapat memberikan dampak negatif bagi
para stakeholder BPK RI yang berharap akan
keberadaan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa
yang kredibel dan profesional.

Sama halnya dengan instansi POLRI yang be-
berapa kali diterpa berita negatif terkait tugas
pokok, dan fungsinya, namun tetap dapat men-
jalankan fungsinya. Demikian juga dengan BPK
RI yang tetap menjalankan tugas pemeriksaan-
nya, namun demikian jika hasil pemeriksaan
yang merupakan produk utama BPK RI diper-
tanyakan keabsahan dan kredibilitasnya, maka
secara tidak langsung akan memiliki dampak
baik secara eksternal maupun internal. Jika
hal tersebut berlangsung terus menerus, pros-
es pemeriksaan yang seharusnya dilaksanakan
dengan penuh kesungguhan dan sesuai peratur-
an yang berlaku dikhawatirkan dapat bergeser
menjadi sekedar formalitas dalam memenuhi
tanggung jawabnya, karena tidak adanya lagi
kepercayaan dari stakeholders nya. Para pega-
wal yang menjadi pemeriksa yang kompeten
dan masih memegang nilai-nilai dasar BPK RI
dikhawatirkan mengundurkan diri dan memilih
instansi lain yang dapat mewadahi idealisme
mereka jika pemimpin mereka tidak dapat men-
jadi role model yang mewakili lembaga pemerik-
sa yang mendukung prinsip good governace clean
government.

Mengingat kedua pemimpin ini memiliki
karakter gaya komunikasi dan kepemimpinan
yvang berbeda. Tentunya akan menarik pula
untuk melihat gaya komunikasi dan kepemi-
mpinan mereka dalam menghadapi krisis pada
lembaga yang dipimpinnya, khususnya ketika
BPK RI belum memiliki pedoman penanganan
krisis pada saat krisis berlangsung. Bertolak
dari latar belakang masalah diatas maka peneli-
t1 tertarik untuk meneliti permasalahan pokok
mengenai gaya komunikasi dan kepemimpinan
dalam menangani krisis organisasi pada kepemi-
mpinan BPK RI periode 2004-2009 dan 2009-
2014. Penelitian ini ingin mengetahui bagaima-
na gaya komunikasi dan kepemimpinan BPK RI
pada periode 2004-2009 dan 2009-2014 dalam
menangani Kkrisis organisasi. Penelitian ini juga
ingin melihat kesesuaian penerapan gaya komu-
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nikasi dengan gaya kepemimpinan BPK RI pada
periode 2004-2009 dan 2009-2014 dalam menan-
gani krisis organisasi.

Krisis Organisasi

Dalam penelitian ini kerangka konseptual
yang akan dipaparkan meliputi manajemen isu,
dimana sebuah isu yang tidak dikelola dengan
baik akan mendatangkan krisis sehingga, pem-
bahasan dilanjutkan dengan krisis organisasi.
Dalam sebuah organisasi, komunikasi organisasi
yang meliputi alur komunikasi, sifat komunika-
s1 sangat berpengaruh pada penerapan gaya ko-
munikasi dan kepemimpinan seorang pemimp-
in, khususnya pada saat menemui kasus krisis
organisasi. Hasil monitoring berita harian yang
dilakukan oleh biro Humas BPK RI mengenai
laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas kasus
BI, maupun Bank Century memunculkan isu-isu
negatif yang merupakan sebuah krisis bagi in-
ternal BPK RI. BPK RI dianggap tidak memiliki
kredibilitas tinggi, tidak percaya diri dan bera-
da di bawah tekanan kekuasaan sehingga hasil
pemeriksaannya tidak maksimal. Hal ini men-
jadikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas
kasus Bank Indonesia maupun Bank Century
sebagai sampel LHP yang digunakan dalam pe-
nelitian ini.

Krisis secara potensial dapat mengakibatkan
kerusakan jangka panjang pada citra perusa-
haan, baik kehilangan kepercayaan dari publik
dan konsumen maupun melemahnya moral ker-
ja karyawan. Dampak dari krisis adalah kemelut
yang merupakan malapetaka yang dapat meru-
gikan organisasi itu sendiri maupun komunitas
sekitar. Hal ini yang harus ditangani secara in-
ternal oleh BPK RI, melalui manajemen isu dan
krisis dengan menggunakan tiga tahapan pen-
anganan krisis menurut Coombs (2007: 18-20)
sebagai berikut.

Pertama, tahap precrisis. Tahap pra krisis
melibatkan tiga sub tahap, yaitu : (a) Signal de-
tection, mengidentifikasi sumber-sumber yang
menjadi tanda-tanda peringatan, mengumpul-
kan informasi yang berhubungan dengan mere-
ka, dan menganalisis informasi. (b) Prevention,
setelah potensi resiko terdeteksi, tindakan harus
diambil untuk mencegah krisis, melalui manaje-
men isu, penghindaran risiko, dan manajemen
reputasi. (c) Crisis preparation, seperti mem-
persiapkan tim yang terampil/cekatan dalam
penanganan krisis, memilih juru bicara, dan se-
bagainya.

Kedua, tahap crisis, memiliki dua sub tahap,
yaitu: (a) Crisis recognition, pengenalan krisis.
Anggota dalam organisasi harus menyadari bah-
wa ada krisis dan menanggapi peristiwa yang
terjadi diterima/dilabeli sebagai krisis. (b)
Crisis containment. Manajemen puncak segera
bertindak pada saat krisis terjadi, membuat
sebuah pusat informasi sebagail representasi
perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai
peralatan elektronik komunikasi, menceritakan
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suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka, dan
jujur. Jika memang ada yang salah, segera mo-
hon maaf. Serta menunjukan keseriusan organi-
sasi atau lembaga, bukan saja dalam pernyataan
tetapi juga dalam tindakan nyata.

Ketiga, tahap postcrisis. Beberapa tindakan
pasca krisis antara lain: mengevaluasi mana-
jemen krisis, belajar dari krisis, dan meninda-
klanjuti komunikasi dengan para pemangku
kepentingan, serta terus memonitor isu-isu yang
berkaitan dengan krisis.

Keseluruhan tahapan penanganan krisis ini
tercermin pada bagaimana Ketua BPK RI pada
periode dimaksud menanganinya melalui gaya
komunikasi Stewart L.Tubbs dan Sylvia Moss
(Tubbs, dalam Sendjaja, 2008:4.15-4.20) dan
gaya kepemimpinan Early Style Theory (Lippitt
dan White, dalam Papa, Daniels & Spiker, 2008:
263-264), dimana kecenderungan gaya komuni-
kasi dan kepemimpinan seseorang dapat mem-
berikan warna dalam penanganan krisis.

Tabel 1. Gaya Komunikasi
Sumber: Koehler, et.al (1978: 48)

. | Gaya
1. | Controlling

K
Memberi perintah. butuh
perhatian orang lain

Akrab, hangat

Maksud
Mempersuasi orang lain

Tujuan
Menggunakan kekuasaan dan
Wwewenang

2. | Equalitarian Menstimuli orang lain Menekankan pengertian
bersama

Mensistemisasi lingkungan, | Menegaskan ukuran. prosedur,
memantapkan struktur aturan yang dipakai

M sikap untuk Ringkas dan singkat

bertindak

Bersedia menerima Mengalihkan tanggung jawab
gagasan orang lain kepada orang lain

/berdiri sendiri | N indari i

3. | Structuring Objektif, tidak memihak

4. | Dynamic N

agresif

5. | Relinquishing Mendukung pandangan orang

lain

6. Withdrawal

Tabel 2. Perbandingan Gaya Kepemimpinan Otokratis,
Demokratis, dan Laissez-Faire
Sumber: Papa, et,al ( 2008:263-264)

Aspek Otokratik Demokratik Laissez Faire

Kebijakan Ditentukan oleh pemimpin Terjadi dalam kelompok Bebas

diskusi

Pembagian Tugas | Dilakukan oleh pemimpin Bebas memilih dan

Tidak ada partisipasi dari
oleh impi

Komunikasi Satu arah ke bawah Dua arah Satu arah ke atas

Kepribadian Memberikan pujian dan

kecaman

Objektit

Hanya menentukan tujuan
umum

Sumber: Papa, er,al ( 2008:263-264)

Adapun bagan kerangka konseptual yang di-
gunakan untuk menjelaskan rangkaian peneli-
tian serta teori dan konsep yang digunakan ada-
lah sebagai berikut.

Metode Penelitian

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan
paradigma post positivis, sifat penelitian ini ada-
lah deskriptif dengan studi kasus sebagai strate-
gi/metode penelitiannya. Adapun unit analisisn-
ya adalah gaya komunikasi dan kepemimpinan
individu, yaitu pimpinan BPK RI pada periode
2004-2009 dan 2009-2014 (dalam hal in1i Ketua
BPK RI pada periode tersebut). Metode pemili-
han narasumber adalah purposive sampling, di
mana kriterianya adalah orang-orang yang ter-
masuk dalam kriteria ‘dekat’ dan ‘mengenaly
pimpinan BPK RI pada periode tersebut, men-
getahui karakter dan kegiatan mereka sehing-
ga dapat memberikan informasi lebih kaya dan
mendalam, memiliki spektrum yang luas terkait
gaya komunikasi dan kepemimpinan, sesuai
dengan kebutuhan penelitian, dan juga memili-
ki peranan dalam strategi ketika menangani isu
dan krisis yang sedang dihadapi.

Dalam penelitian ini, individu-individu yang
menjadi narasumber berdasarkan purposive
sampling dan kriteria yang telah disebutkan ter-
diri dari satu orang Anggota BPK RI yang men-
jabat pada dua periode kepemimpinan, periode
kepemimpinan Anwar Nasution (2004-2009) dan
periode kepemimpinan Hadi Poernomo (2009-
2014), tiga orang pejabat struktural pada satuan
kerja terkait pada masa Kepemimpinan Anwar
Nasution, masa Kepemimpinan Hadi Poernomo,
serta keduanya, dan satu orang staf pada satu-
an kerja terkait yang mengalami langsung dua
periode kepemimpinan yaitu, periode kepemi-
mpinan Anwar Nasution (2004-2009) dan peri-
ode kepemimpinan Hadi Poernomo (2009-2014).

a Komunikasi dan Kepemimpinan dalam Menangani Krisis

Teori gaya permulaan (Early Style Theory)-
Lippitt, dan White (1960, dalam Papa,
Daniels, dan Spiker, 2008:263-264):
Gaya  kepemimpinan  otokratik,
kepemimpinan demokratis,
kepemimpinan Laissez-Faire Bebas).

Gaya
Gaya

Gaya Komunikasi
(Stewart L Tubbs dan Sylvia Moss, dalam
Sendjaja, 2008: 4.15): Controlling Style,
Egqualitarian Style, Structuring Style,
Dynamic Style, Relinquishing Stvle,
Withdrawal Style

|

]

Tahap Precrisis
3. Signal detection

4. Prevention,
5. Crisis preparation

Pedoman

W

Tiga tahapan krisis menurut Coombs (2007: 18-20)

Tahap Cris:
1. Crisis recognition
2_Crisis containment

Feedback

Tahap Postcrisis
1. Ada tidaknya proses
evaluasi penanganan krisis,
serta ada tidaknya proses
pembelajaran dari krisis
Yang terjadi

=

MJ/

Gambar 1. Bagan Kerangka Konseptual Penelitian
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Berdasarkan sumbernya, dalam penelitian
ini, data dibedakan atas data primer dan data
sekunder. Data Primer diperoleh diperoleh
langsung, dimana Bentuknya berupa hasil dari
wawancara dan observasi. Sementara data
sekunder merupakan data pendukung yang di-
peroleh dari studi kepustakaan dan profil or-
ganisasi atau disebutkan juga dengan studi
dokumentasi. Adapun metode wawancara yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah wawan-
cara semi struktur, dimana peneliti membuat
pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk panduan
wawancara dengan fokus pada permasalah-
an atau topik yang akan dibahas, namun per-
tanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkem-
bang pada saat berlangsung. Dengan kata lain,
peneliti mempunyai daftar pertanyaan tertulis
namun memungkinkan untuk menanyakan per-
tanyaan-pertanyaan lain secara bebas, yang ter-
kait dengan permasalahan. Dalam mengajukan
pertanyaan, urutan pertanyaan tidaklah sama
untuk tiap narasumber. Hal ini dikarenakan
pengajuan pertanyaan disesuaikan dengan pros-
es wawancara dan tanggapan tiap-tiap indivi-
du. Peneliti juga melakukan pengumpulan data
melalui observasi. Observasi membantu peneliti
memahami konteks yang menjelaskan apa yang
dikerjakan orang (Kriyantono, 2008:102). Obser-
vasi yang dilakukan dalam penelitian ini melipu-
ti pengamatan di lapangan dan tanggapan para
pemeriksa serta publik yang tergabung dalam
komunitas online, atas subjek yang diangkat da-
lam permasalahan penelitian.

Operasionalisasi konsep yang digunakan un-
tuk memudahkan peneliti dalam menyusun
panduan wawancara dan observasi dalam pene-
litian, terdiri dari dimensi, ruang lingkup pene-
litian, dan sumber data dari gaya komunikasi,
gaya kepemimpianan, dan penanganan krisis.
Operasionalisasi konsep penelitian merupakan
ruang lingkup yang akan kita teliti berkenaan
dengan topik permasalahan yang diangkat da-
lam penelitian.

Tabel 3. Operasionalisasi Konsep Penelitia

Dimensi Ruang Lingkup Analisis Sumber Data

Proses P uhi dalam suatu
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi,
meliputi
kebijakan yang dikeluarkan. pembagian
tugas yang dilakukan, komunikasi yang
diterapkan, serta kepribadian yang dimiliki.
Perilaku pemimpin dalam suatu organisasi
yang dipakai untuk mendapatkan respon atau
tanggapan tertentu dalam situasi tertentu.
Kriterianya dapat dilihat dari tipe
komunikator yang bagaimana, serta maksud
dan tujuan komunikasinya
Cara penanganan krisis dalam suatu
organisasi dilihat dari gaya komunikasi dan
kepemimpinan berdasarkan 3 tahapan

krisis milik Coombs

Gaya Kepemi Dokumen, studi kepustakaan,

‘wawancara, dan observasi

Gaya Komunikasi Dokumen, studi kepustakaan,

‘wawancara, dan observasi

Penanganan Krisis Dokumen, studi kepustakaan,

‘wawancara, dan observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
dokumen eksternal sebagai data sekunder. Do-
kumen eksternal berisi bahan-bahan informasi
yang dihasilkan suatu organisasi, misalnya ma-
jalah, buletin, pernyataan, laporan tahunan dan
berita yang disiarkan kepada media massa. Stu-
di kepustakaan dimaksudkan untuk menelaah
dan menelusuri studi-studi atau literatur yang
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terkait dengan masalah yang dikaji sehingga
didapat perbandingan. Sementara studi doku-
mentasi meliputi dokumen publik. Kelebihan
menggunakan studi dokumentasi antara lain
dapat diakses kapan saja dan dapat menghemat
waktu peneliti dalam mentranskrip. Sumber lain
adalah internet. Peneliti menggunakan internet
untuk memperoleh informasi, artikel, maupun
referensi lainnya yang berhubungan dengan ma-
salah yang diteliti.

Analisis data yang dilakukan adalah melalui
metode triangulasi, dengan menggunakan anal-
isis pemberitaan media tentang kasus tersebut
dari Biro Humas BPK RI, wawancara dengan
narasumber terkait, dan observasi kepada pi-
hak-pihak lain yang bukan menjadi narasum-
ber utama dalam penelitian ini, mengenai hasil
pemeriksaan BPK RI yang menimbulkan krisis,
dan bagaimana gaya komunikasi dan kepemi-
mpinan yang dilakukan pada saat itu. Adapun
analisis data berupa coding yang terdiri dari:
open coding, axial coding, dan selective coding.

Keterbatasan penelitian ini adalah 4 dari 5
narasumber dalam penelitian ini adalah mereka
yang pada saat itu berada di satuan kerja yang
berhubungan langsung dengan pemberitaan,
sehingga opini dan pandangan mereka terkait
tema penelitian ini kemungkinan berbeda den-
gan pegawal BPK RI lainnya, yang berhubungan
langsung dengan proses pemeriksaan dan tidak
bersentuhan langsung dengan studi kasus yang
diangkat. Terkait dengan batasan masalah, pe-
nelitian ini hanya mengkaji gaya komunikasi
dan kepemimpinan Ketua BPK RI pada saat
krisis pada periode kepemimpinan dimaksud
berlangsung. Hal-hal lain yang terkait, seperti
metode pemilihan ketua, dan konteks budaya
sebagai latar belakang, tidak dikaji secara khu-
sus. Selanjutnya, berkenaan dengan fluktuasi
pemberitaan negatif media yang berkenaan den-
gan hasil pemeriksaan BPK RI, peneliti men-
yadari bahwa banyak faktor lain yang mempen-
garuhi fluktuasi pemberitaan di media tersebut,
tetapi penelitian ini hanya difokuskan pada gaya
komunikasi dan kepemimpinan dalam menan-
gani krisis organisasi.

Hasil Penelitian dan Diskusi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pe-
nelitian pada aspek berupa: pola komunikasi
dan aliran informasi, pemberian kewenangan,
pendekatan komunikasi dan kepemimpinan
yang dilakukan. Adapun operasionalisasi kon-
sep yang digunakan yaitu: gaya kepemimpinan
yang berkaitan dengan kebijakan yang dikelu-
arkan, pembagian tugas yang dilakukan, alur
komunikasi yang diterapkan, gaya komunikasi
yang berhubungan dengan karakter komunika-
tor, maksud dan tujuan komunikasi yang dilaku-
kannya dan tiga tahapan penanganan krisis.
Melalui penelitian yang dilakukan, diperoleh ha-
sil sebagai berikut:
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Tabel 4. Perbandingan Kepemimpinan Anwar Nasution dan Hadi Poernomo.

Aspek Penelitian

Prof. Dr. Anwar Nasution

Drs. Hadi Poernomo, Ak
(Ketua BPK RI 2009-2014)

Aspek Penelitian

(Ketua BPK RI 2004-2009)

Pola komunikasi dan aliran informasi dilakukan secara berjenjang
dan hanya bersifat satu arah, yaitu komunikasi ke bawah (con-
trolling style). Gaya tersebut diterapkannya kepada semua lapisan,
baik anak buahnya, maupun rekan sesama Anggota. Agak kurang
berkomunikasi dengan anggota BPK RI lain terkait dengan kasus
Dana YPPI. la lebih banyak melakukan perintah-perintah langsung
ke para auditor dan bidang hukum

Selalu memberikan instruksi-instruksi, baik secara formal maupun
non formal. Intensif berdiskusi mengenai kasus ini dengan Wakil
Anggota atau dengan para auditor langsung. Humas pun tidak
dapat berbuat maksimal sebagaimana tupoksi seharusnya, karena
kewenangannya dibatasi. Sebaliknya kepada para Anggota BPK RI
lainnya, yang memiliki posisi yang levelnya sama dengan dirinya, ia
menerapkan gaya komunikasi equalitarian style

Penyampaian/ Aliran Informasi

Belum ada pedoman krisis, penanganan krisis dilakukan dengan
bantuan konsultan, namun demikian, keputusan akhir tetap
berdasarkan pada instruksinya.

Tidak ada konsultan, tidak ada pedoman. Humas bersifat pasif,
meskipun analisa pemberitaan terkait situasi krisis, dilakukan,
respon tetap menunggu instruksi Pimpinan

Pedoman krisis sebagai acuan

Peran juru bicara diambil alih olehnya meskipun pada saat itu
posisi tersebut disandang oleh koleganya, Anggota BPK RI.

Secara kolegial, telah dibahas bahwa BPK Rl tidak perlu ada juru
bicara. a sendiri menginginkan Kepala Biro Humas yang menjadi
Juru bicara, namun karena tidak ada persetujuan dari Anggota yang
(ain, keputusan itu batal dilakukan.

Pembagian kewenangan

Sangat responsif. Langkah komunikasi eksternal: konferensi pers,
wawancara dengan media, pembuatan siaran pers dan fact sheet,
penyusunan dan penyebaran buku putih yang berjudul Kasus Aliran
Dana LPPI/YPPI Tahun 2003

Pasif. Komunikasi eksternal dilakukan dengan memperhatikan
kewenangan BPK RI dan normatif sifatnya,

Gaya Komunikasi Eksternal

Memiliki gaya komunikasi dynamic style, responsif, sosok
komunikator yang mengendalikan dan agresif, dengan maksud
menumbuhkan sikap untuk bertindak, responsif, termasuk ketika
organisasi tersebut tengah mengalami krisis.

Cenderung bersikap akomodatif, penuh kompromi, dan menguta-
makan harmonisasi. Ada kalanya hal ini membuat bias.

Gaya Komunikasi Internal

Sosialisasi kepada pegawai dilakukan melalui pejabat struktural.
Pihak yang diberikan informasi lengkap soal krisis yang terjadi
hanya Humas, Setpim, dan Pimpinan. Tidak ada koordinasi dan
komunikasi internal yang lengkap tentang kasus yang menimbul-
kan krisis.

Sering menggunakan kesempatan bertemu dengan pegawai untuk
memberikan pemahaman mengenai kasus Century dengan analogi
dan cara yang sederhana untuk memudahkan pemahaman. Namun
demikian, ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa sosialisasi
dilakukan, namun hanya kepada pihak-pihak tertentu, sehingga
tidak semua memahami kondisi krisis yang terjadi

Pola Komunikasi

Berkenaan dengan gaya kepemimpinan, para narasumber sepakat
bahwa Anwar Nasution memiliki gaya kepemimpinan ooriter,
strong leadership, tak jarang menggunakan coercive power.

Dalam menangani krisis yang menimpa lembaga yang dipimpinnya,
Hadi Poernomo memiliki gaya kepemimpinan demokratis, soft
leadership. Meskipun dianggap kurang agresif dan terlalu slow
down, namun salah satu narasumber menyebutkan bahwa dengan
menggunakan coercive power yang dimilikinya, Hadi Poernomo
dengan cara gerilya” bisa menekan seseorang secara halus, soft
pressure untuk mencapai tujuannya.

Gaya Kepemimpinan

Terkait punishment, sangat tegas, hal ini disertai dengan contoh
berupa di grounded-nya salah seorang pejabat Humas pada eranya,
dan bagaimana sikap emosionalnya terlihat jika ada yang tidak
berkenan. Sementara rewardnya ditunjukkan melalui pemberian
penghargaan kepada auditor yang berprestasi pada pemeriksaan
tersebut serta mendorong pegawainya yang berpatensi untuk dapat
maju.

Menghargai anak buah dengan memberikan kepercayaan tertentu
sebagai bentuk rewards.

Pemberian reward dan
punishment

Dapat menerima kritik asal disampaikan dengan argumentasi yang
kuat, bersedia menerima gagasan orang lain, asal masuk akal.

Bersedia menerima gagasan orang lain, tapi agak tertutup dan sulit
ditebak, tidak berkenan jika kritik disampaikan di depan umum.

Penerimaan terhadap kritik/
gagasan

Memiliki integritas yang kuat, strong leadership, responsif, visi
misinya tegas, dan tidak partisan, otoriter, namun menginspirasi.

Memiliki soft leadership, tidak konfrontatif, dalam pengambilan
keputusan menggunakan pendekatan lobby dengan banyak pihak
sehingga memerlukan waktu lama dalam pengambilan keputusan.
Narasumber menganggapnya sebagai sosok demokratis yang tidak
gegabah. Memiliki hubungan kerja yang baik dengan rekan-rekan
di lembaga lain, memiliki pengalaman, intuisi, dan dukungan dari
orang-orang sekitarnya.

Proses pengambilan keputusan
Kebijakan review/evaluasi

Evaluasi dilakukan seiring dengan berlangsungnya peristiwa pem-
beritaan melalui laporan-laporan, baik formal maupun non formal.

Evaluasi dilakukan seiring dengan berlangsungnya peristiwa pem-
beritaan melalui laporan-laporan, baik formal maupun non formal.
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Sehubungan dengan pembagian kewenangan,
pada periode 2004-2009, Ketua BPK RI mem-
berikan peran juru bicara kepada koleganya, se-
mentara pada periode 2009-2014, tidak berlaku
adanya juru bicara. Penegasan kepemimpinan
dengan mengasumsikan peran pemimpin se-
bagai juru bicara organisasi serta pemilihan juru
bicara yang kredibel dan memiliki kompetensi,
dapat berpengaruh pada proses penanganan kri-
sis. Keberadaan juru bicara sendiri masuk dalam
tahapan precrisis, crisis preparation. Demikian
pula dengan adanya pedoman. Pada beberapa
lembaga negara yang rentan krisis, selain ke-
beradaan pimpinan, adanya pedoman penanga-
nan krisis sangatlah penting sebagai acuan da-
lam melangkah dan menentukan hal-hal yang
harus dilakukan, siapapun pemimpinnya. Keti-
ka krisis terjadi, BPK belum memiliki pedoman
penanganan krisis.

Selanjutnya masuk pada tahap krisis, dima-
na pimpinan harus menyadari bahwa organisa-
si adalah dalam keadaan krisis, sehingga harus
melakukan tindakan crisis recognition dan crisis
containment. Meskipun diperlukan penelitian
lebih lanjut, tidak maksimalnya pimpinan (dhi.
Ketua BPK RI) dalam menginformasikan kondisi
krisis pada seluruh pegawai, dapat berdampak
pada pola pikir dan kinerja pegawai pada sebuah
organisasl, khususnya lembaga negara. Tidak
maksimalnya sosialisasi ini dapat dikarenakan
aspek kurangnya informasi lengkap akan krisis
yang dihadapi serta tidak ada koordinasi tentang
kasus yang menimbulkan krisis.

Seorang pemimpin mempunyai cara berkomu-
nikasi dan karakter gaya kepemimpinan yang
berbeda-beda. Gaya kepemimpinan berhubun-
gan dengan perilaku komunikatif yang digu-
nakan untuk membantu orang lain mencapai
hasil yang diinginkan (Pace dan Faules, 2000:
277). Terdapat tiga gaya kepemimpinan, ber-
dasarkan teori gaya permulaan (Early Style The-
ory yang dikembangkan Lippitt dan White (1960,
dalam Papa, et,al, 2008:263-264), yaitu: otoriter,
demokratis, dan laissez faire serta enam gaya ko-
munikasi, menurut Stewart L.Tubbs dan Sylvia
Moss, yaitu controlling style, equalitarian style,
structuring style, dynamic style, relingushing
style, serta withdrawal style. Gaya komunikasi
merupakan perilaku komunikasi yang dilaku-
kan seseorang dalam organisasi yang bertujuan
untuk mendapatkan respon dari orang lain ter-
hadap pesan organisasional yang disampaikan.

Sesuai dengan Tabel 4, dari pola komunika-
s1, aliran informasi, dan aspek lainnnya, pada
periode kepemimpinan Anwar Nasution, gaya
komunikasi yang diterapkan dalam menangani
krisis organisasi adalah berjenjang dan bersi-
fat satu arah, yaitu komunikasi ke bawah (con-
trolling style) serta dynamic style, sosok komu-
nikator yang mengendalikan dan agresif, dengan
maksud menumbuhkan sikap untuk bertindak,
responsif. Sementara berkenaan dengan gaya
kepemimpinan, Anwar Nasution memiliki gaya
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kepemimpinan otoriter, strong leadership, jelas
dan tegas, penuh keyakinan. Memimpin secara
langsung, mengarahkan, dan memutuskan, se-
hingga responnya cepat. Gaya komunikasi dan
kepemimpinan tersebut diterapkan oleh Anwar
Nasution terhadap bawahannya maupun rekan-
nya sesama Anggota BPK RI. Kepemimpinan
otoriter menekankan pelaksanaan tugas, meng-
gunakan paksaan, dan kekuasaan untuk melak-
sanakan disiplin serta menjamin pelaksanaann-
yva. Hal ini terkadang membuat suasana menjadi
kaku, tegang, mencekam yang dapat memun-
culkan ketidakpuasan bagi para pegawai yang
menjadi anak buahnya. Namun, ketepatan serta
ketegasan dalam membuat keputusan dan ber-
tindak dapat memberikan efek positif dalam situ-
asi krisis yang memerlukan penanganan segera.

Pada era kepemimpinan Hadi Poernomo,
narasumber mengenalnya sebagai sosok yang
akrab dan hangat serta suka meminta gagasan
dari orang lain secara terbuka, namun pada situ-
asi krisis, sosoknya cenderung menggunakan
gaya komunikasi controlling style dengan gaya
kepemimpinan otoriter ketika berhadapan den-
gan anak buahnya, yaitu menggunakan kekua-
saan dan kewenangannya untuk mempersuasi
orang lain. Sementara ketika berkomunikasi
dengan rekannya sesama Anggota BPK RI, dit-
erapkan gaya kepemimpinan demokratis dengan
menggunakan the equalitarian style dengan tu-
juan unuk menyenangkan semua pihak. Nara-
sumber sepakat bahwa gaya kepemimpinan yang
dimiliki adalah soft leadership, tidak konfrontat-
if, dalam pengambilan keputusan menggunakan
pendekatan lobby dengan banyak pihak. Nara-
sumber menganggapnya sebagai sosok demokra-
tis yang tidak gegabah. Memiliki hubungan
kerja yang baik dengan rekan-rekan di lembaga
lain, memiliki pengalaman, intuisi, dan dukun-
gan darl orang-orang sekitarnya. Kepemlmplnan
demokratis adalah kemampuan mempengaruhi
orang lain agar bersedia bekerja sama untuk
mencapal tujuan yang telah ditetapkan dengan
cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan di-
tentukan bersama. Tipe kepemimpinan ini me-
nempatkan manusia sebagai faktor utama dan
terpenting dalam organisasi. Kepemimpinan
demokratis berupaya mengakomodir banyak
suara sehingga terkadang memerlukan waktu
lama dalam pengambilan keputusan.

Sesual dengan tema penelitian mengenai
bagaimana seorang pemimpin menangani krisis
organisasi, sosok kehadiran seorang pemimpin
semakin diperlukan manakala sebuah organi-
sasi tidak memiliki pedoman penanganan krisis
untuk mengatasi krisis yang ada, karena idealn-
ya sebuah organisasi sudah memiliki crisis com-
munication plan sebagai pedoman dalam rangka
antisipasi, jika krisis melanda organisasi. Dalam
keadaan krisis, seorang pemimpin harus bera-
da di barisan paling depan, menunjukkan arah
dan membawa organisasinya ke jalan yang be-
nar. Ketika krisis, waktu tidak berpihak kepa-

73



Rikha Handayani-Gaya, Komunikasi dan Kepemimpinan dalam Menangani Krisis Organisasi

da organisasi. Keraguan bertindak cepat dan
segera, bisa berakibat pada situasi lebih rumit
untuk ambil keputusan. Keputusan yang bersi-
fat kompromistis tidak dilarang, asal tidak boleh
mengorbankan prinsip utama penyelenggaraan
negara yang benar sesuai tujuan bernegara yang
baik dan konstitusi yang disepakati bersama.
Setiap keputusan harus diikuti dengan langkah
nyata, pengawasan, dan review atas hasilnya.
Postcrisis yang merupakan fase akhir dalam
sebuah krisis dapat dilakukan dengan review
melalui langkah-langkah seperti: mengevalu-
asi manajemen krisis, belajar dari krisis, dan
menindaklanjuti komunikasi dengan para pe-
mangku kepentingan, serta terus memonitor isu-
isu yang berkaitan dengan krisis. Evaluasi dapat
dilakukan dalam bentuk laporan formal maupun
non formal melalui alur komunikasi yang sifat-
nya dua arah, baik dari atasan kepada bawah-
an maupun sebaliknya. Komunikasi yang hanya
bersifat satu arah dan hanya kepada pihak-pi-
hak tertentu sebaiknya dihindari agar tidak
menimbulkan persepsi yang keliru, di sisi lain
komunikasi yang bersifat satu arah dapat men-
gakibatkan koordinasi yang terjalin dalam unit-
unit pada organisasi tidak maksimal sifatnya.
Mengingat pada beberapa lembaga negara
kepemimpinan yang berlaku merupakan ja-
batan politik melalui proses politik yang bersifat
kolektif kolegial ada baiknya komunikasi yang
terjalin pada situasi-situasi tertentu, khusus-
nya pada saat krisis, tidak mengacu pada ko-
munikasi politik yang terkadang mengabaikan
aspek-aspek profesional. Sebagaimana telah
disampaikan sebelumnya bahwa dalam sebuah
krisis, waktu tidak berpihak kepada kita, untuk
itu ada kalanya kepemimpinan otoriter tidak se-
lamanya buruk, dan kepemimpinan demokratis
tidak selamanya bagus. Pada sebuah organisasi,
khususnya lembaga Negara, pengambilan kepu-
tusan dengan mempertimbangkan masukan dari
berbagai pihak adalah hal yang positif, tetapi
manakala keputusan itu harus segera diambil,
mendengarkan saran banyak pihak justru akan
menciptakan masalah baru berupa banyaknya
waktu yang diperlukan untuk mendengarkan,
serta banyaknya kepentingan yang harus diako-
modir. Kepemimpinan otoriter efektif digunakan
untuk mengatasi situasi darurat yang memerlu-
kan penanganan segera. Kemampuan bertindak
cepat dan tepat, tetapi bukan terburu-buru atau
tergopoh-gopoh, tetap diperlukan kejernihan ber-
pikir dan ketenangan dalam mengambil kepu-
tusan. Namun, bagi pemimpin yang terkadang
dipersepsikan gamang, ia dapat menunjukkan
keberanian dalam menempuh langkah-langkah
yang beresiko untuk mengambil keputusan di
tengah Kkrisis. Kepemimpinannya diperlukan,
asal tidak mengaburkan persoalan karena per-
timbangan kepentingan ]angka pendek
Konsistensi seorang pemimpin sebagai role
model tetap diperlukan, khususnya dalam
menangani krisis. Secara bertahap, sebuah or-
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ganisasi, khususnya lembaga negara dapat ter-
ancam kehilangan pegawai-pegawainya yang
kompeten, jika pemimpin sebagai role model
sebuah organisasi tidak mampu menerapkan
gaya komunikasi dan kepemimpinan yang ses-
uai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada
saat krisis, diperlukan pemimpin yang tidak
ragu bertindak dan berada di barisan paling de-
pan, menunjukkan arah yang benar, serta tidak
mengenal kompromi jika hal itu mengorbank-
an prinsip utama penyelenggaraan organisasi,
khususnya bagi sebuah lembaga negara dalam
mewujudkan prinsip good governace clean gov-
ernment.

Keseluruhan tahapan penanganan krisis ini
tercermin dari karakter seseorang dalam mener-
apkan gaya komunikasi dan kepemimpinannya.
Seseorang dengan karakter keras dan responsif
cenderung memiliki gaya kepemimpinan otoriter
dengan gaya komunikasi controlling, sebaliknya
seseorang yang memiliki karakter tenang dan
akomodatif, cenderung memiliki gaya kepemi-
mpinan demokratis dengan gaya komunikasi
equalitarian. Kecenderungan gaya komunikasi
dan kepemimpinan seseorang dapat memberi-
kan warna dalam menangani krisis, karena se-
tiap orang ada masanya, dan setiap masa ada
orangnya.

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh
Anwar Nasution sesuai dengan gaya komunikasi
yang dilakukannya, sementara dua gaya komu-
nikasi dan dua gaya kepemimpinan yang diter-
apkan oleh Hadi Poernomo dalam menangani
krisis terkadang saling silang, sehingga terke-
san tidak sesuai, dimana gaya komunikasinya
controlling sementara gaya kepemimpinannya
demokratis, dan sebaliknya, dimana gaya ko-
munikasi equalitarian, terkadang disandingkan
dengan gaya kepemimpinan otoriter.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan ada perbedaan
gaya kepemimpinan dalam menangani krisis
organisasi di BPK RI. Kepemimpinan otoriter
tidak selalu menimbulkan dampak merugikan,
dan kepemimpinan demokratis tidak selaman-
yva mendatangkan keuntungan. Gaya komuni-
kasi dan kepemimpinan yang diterapkan kepa-
da anak buah yang menjadi bawahan ternyata
turut memberikan pengaruh pada budaya dan
kinerja bawahan. Manajemen komunikasi di
tingkat pimpinan serta penyusunan pedoman

sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan
krisis harus diperhatikan, termasuk mekanisme
tata kerja Pimpinan serta Badan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomen-
dasi atau saran praktis yang dapat dijadikan
pertimbangan untuk organisasi BPK RI adalah
sebagai berikut. Pertama, BPK RI disarankan
memiliki Juru Bicara atau unit khusus yang
mampu menjalin kerjasama yang apik dengan
media dan para stakeholders. Kedua, Membuat
pedoman penanganan Kkrisis yang antara lain



berisi mengenai jenis krisis, penyebab krisis, dan
langkah-langkah penanganan krisis. 2Pada taha-
pan precrisis, idealnya sebuah organisasi sudah

2 Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis di
Lingkungan Instansi Pemerintah.
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memiliki crisis communication plan sebagai
pedoman dalam rangka antisipasi jika krisis
melanda organisasi, sehingga jelas struktur dan
tata kerjanya, siapapun yang menjadi Pimpinan
organisasi. Ketiga, memperkuat komunikasi in-
ternal dan memelihara komunikasi eksternal
secara rutin dan berkelanjutan, sebelum krisis,
ketika krisis, dan setelah krisis terjadi.
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